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ABSTRAK

Optimalisasi Pengelolaan Piutang PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH)
Di Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Nurma Livrianti, Firman Hadi Rivai, Luki Karunia

Nurma.Livrianti2021@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat
dalam pengelolaan Piutang PNBP PKH, menyusun dan merumuskan strategi
optimalisasi pengelolaan Piutang PNBP PKH di KLHK. Metode penelitian yang
digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui
wawancara, observasi lapangan, analisis, dokumentasi dan telaah dokumen.
Penelitian ini menggunakan teori pengelolaan Piutang negara pada Kementerian
Negara/Lembaga. Penelitian ini dibatasi pada aspek penatausahaan, penagihan,
penyelesaian Piutang dan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan
pertanggungjawaban Piutang PNBP PKH di Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor
penghambat dalam optimalisasi pengelolaan Piutang PNBP PKH, diantaranya
sistem aplikasi S| PNBP PKH yang mendukung dalam pengelolaan Piutang PNBP
belum sepenuhnya dikembangkan, adanya error dan bug aplikasi S| PNBP PKH,
Dit. RPKHPWPH tidak melakukan analisis pemeringkatan debitur atau wajib bayar
dan analisis umur Piutang pada saat penagihan Piutang PNBP PKH, penagihan
secara tertulis atas Piutang PNBP PKH terlambat dilakukan. Berdasarkan hasil
penelitian tersebut, strategi yang diusulkan oleh Peneliti untuk mengatasi faktor-
faktor penghambat dalam mengoptimalkan pengelolaan Piutang PNBP PKH
diantaranya mengoptimalkan pengembangan Sistem Informasi PNBP PKH sebagai
sistem pengelolaan Piutang yang terintegrasi, meningkatkan kualitas pemeliharaan
dan pengembangan aplikasi melalui manajemen teknologi informasi yang
berkelanjutan, penguatan sistem monitoring dan Early Warning System dan
peningkatan kualitas pemantauan kepatuhan wajib bayar, menerapkan sistem
pemeringkatan (scoring) debitur atau Wajib Bayar berdasarkan nilai Piutang, umur
Piutang, riwayat pembayaran, tingkat kepatuhan, serta potensi risiko gagal bayar,
pelaksanakan analisis umur Piutang (aging schedule) secara berkala sebagai
instrumen pengendalian Piutang

Kata Kunci : Optimalisasi, Pengelolaan, Piutang PNBP PKH, KLHK, Strategi.
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ABSTRACT

Optimizing The Management Of Non-Tax State Revenue (PNBP) Receivables
From Forest Area Use (PKH) At The Ministry Of Environment And Forestry

Nurma Livrianti, Firman Hadi Rivai, Luki Karunia

Nurma.Livrianti2021@gmail.com

STIA LAN Polytechnic Jakarta, Indonesia

This study aims to analyze the factors that hinder the management of Forestry Non-
Tax State Revenue (PNBP PKH) receivables and to develop strategies for
optimizing their management within the Ministry of Environment and Forestry
(KLHK). The research uses a qualitative approach, with data collected through
interviews, field observations, analysis, documentation, and document review. The
study is based on the theory of state receivables management within ministries and
government agencies. The scope of the research is limited to aspects of
administration, collection, settlement of receivables, as well as guidance,
supervision, control, and accountability of PNBP PKH receivables within the
Ministry of Environment and Forestry. The results show several inhibiting factors
in optimizing the management of PNBP PKH receivables, including the fact that
the SI PNBP PKH application system supporting receivables management has not
been fully developed, the presence of errors and bugs in the SI PNBP PKH
application, the Directorate of RPKHPWPH not conducting debtor or obligor risk
rating analysis and receivables aging analysis during the collection process, and
delays in issuing written collection notices for PNBP PKH receivables. Based on
these findings, the researcher proposes several strategies to address these
constraints in optimizing PNBP PKH receivables management, including
optimizing the development of an integrated PNBP PKH Information System for
receivables management, improving application maintenance and development
quality through sustainable IT management, strengthening monitoring systems and
an Early Warning System, improving monitoring of obligor compliance,
implementing a debtor scoring/rating system based on receivable value, receivable
age, payment history, compliance level, and potential default risk, and conducting
periodic receivables aging analysis as a control instrument for receivables
management.

Keywords: Optimization, Management, Non-Tax State Revenue (PNBP)

Receivables, Forest Area Use (PKH), Ministry of Environment and Forestry,
Strategy
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BAB |
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, keuangan negara mencakup seluruh hak dan kewajiban pemerintah yang
dapat dinilai dengan uang, termasuk hak negara untuk meningkatkan nilai
kekayaannya melalui penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP), dan hibah. Meskipun kontribusi PNBP terhadap total penerimaan negara
masih berada di bawah penerimaan perpajakan, sumber penerimaan ini memiliki
peran strategis dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan nasional. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), PNBP menempati posisi sebagai sumber penerimaan negara terbesar
kedua setelah penerimaan yang berasal dari sektor perpajakan. Salah satu sumber
PNBP berasal dari sektor kehutanan yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun demikian, kontribusi sektor kehutanan
terhadap total PNBP nasional masih relatif terbatas. Pada tahun 2022, realisasi
PNBP sektor kehutanan tercatat sebesar Rp5,55 triliun (Mulyani, 2022).

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan lahan untuk mendukung
pembangunan di berbagai sektor, pemanfaatan kawasan hutan melalui skema
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) terus mengalami peningkatan.
Kondisi tersebut berimplikasi pada semakin besarnya potensi penerimaan negara
yang berasal dari PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP PKH). Oleh karena
itu, diperlukan sistem pengelolaan, penetapan tarif, dan pengawasan yang efektif
untuk memastikan bahwa penerimaan negara dari penggunaan kawasan hutan dapat
dipungut secara optimal, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, PNBP
PKH memiliki fungsi yang tidak hanya terbatas sebagai instrumen fiskal dalam
mendukung peningkatan penerimaan negara, tetapi juga berperan sebagai

instrumen pengendalian pemanfaatan kawasan hutan untuk mewujudkan



keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan upaya pelestarian
lingkungan.

Optimalisasi  penerimaan PNBP PKH memerlukan mekanisme
penghitungan dan penetapan tarif yang mampu merefleksikan nilai ekonomi
penggunaan kawasan hutan serta mempertimbangkan dampak lingkungan yang
ditimbulkan. Kebijakan tarif yang tepat diharapkan tidak hanya meningkatkan
penerimaan negara, tetapi juga mendorong pemegang persetujuan untuk
memanfaatkan kawasan hutan secara lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab.
Selain itu, pengelolaan PNBP PKH yang didukung oleh sistem administrasi yang
transparan, pengawasan yang memadai, serta tingkat kepatuhan pelaku usaha yang
tinggi merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan fiskal dan tujuan
konservasi secara simultan guna memastikan kesesuaiannya dengan dinamika
kebutuhan pembangunan nasional serta prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang
berkelanjutan.

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem yang terdiri atas hamparan
lahan dengan sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan beserta
seluruh unsur lingkungan yang saling berinteraksi dan membentuk satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan. Sementara itu, kawasan hutan diartikan sebagai
wilayah tertentu yang ditetapkan dan/atau dipertahankan oleh pemerintah untuk
tetap berfungsi sebagai hutan. Pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan di
luar sektor kehutanan pada dasarnya diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pada kawasan hutan
produksi dan hutan lindung. Dalam penyelenggaraannya, pemanfaatan kawasan
hutan untuk kegiatan nonkehutanan dilaksanakan melalui mekanisme Persetujuan
Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), yang berfungsi sebagai instrumen perizinan
sekaligus sebagai sarana pengendalian pemanfaatan ruang di dalam kawasan hutan.

Keberadaan PPKH memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi tutupan
hutan nasional. Berdasarkan data penutupan lahan, kawasan hutan konservasi
memiliki luas tutupan hutan sebesar 17,6 juta hektare atau sekitar 9,4% dari total
luas wilayah, dengan luas lahan nonhutan sebesar 4,2 juta hektare (2,2%). Pada



kawasan hutan lindung, luas tutupan hutan mencapai 24,0 juta hektare (12,8%),
sedangkan lahan nonhutan tercatat seluas 5,3 juta hektare (2,8%). Sementara itu,
kawasan hutan produksi memiliki luas tutupan hutan terbesar, yaitu 46,7 juta
hektare (24,9%), dengan luas lahan nonhutan mencapai 20,4 juta hektare (10,9%).
Di luar kawasan hutan, pada areal penggunaan lain (APL) masih terdapat tutupan
hutan seluas 7,7 juta hektare (4,1%), sedangkan lahan nonhutan mencapai 61,7 juta
hektare (32,9%). Persentase tersebut menunjukkan proporsi masing-masing fungsi
kawasan terhadap total luas wilayah yang dianalisis. Informasi spesifik mengenai
kawasan hutan untuk masing-masing fungsi disajikan pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Rincian Luasan Kawasan Hutan (Ribu Ha)

— Lahan Berhutan L?;r;“]'tgjnak
No Penutupan Lahan Flfr?;si
0 0,
(Ribu Ha) Luas Y% Luas Y%
1. | Kawasan Hutan Konservasi 21.782,90 | 17.567,90 9,4 | 4.215,00 2,2
(HK)
2. | Kawasan Hutan Lindung 29.248,10 | 23.992,70 12,8 | 5.255,50 2,8
3. | Kawasan Hutan Produksi
a. HPT 26.759,50 | 21.852,80 11,6 | 4.906,70 2,6
b. HP 29.188,60 | 19.129,20 10,2 | 10.059,40 5,4
c. HPK 11.215,60 5.750,20 3,1 | 5.465,40 2,9
Sub Total 67.163,70 | 46.732,20 2491 20.431,50 | 10,9
Total Kawasan Hutan
(142+3) 118.194,70 | 88.292,80 471 | 29.902,00 | 15,9
4 Areal Penggunaan Lain 69.393,00 7.676,60 41161.716,40 | 32,9
Total (1+2+3+4) 187.587,70 | 95.969,40 51,2 | 91.618,40 | 48,8

Sumber: Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2022 yang diterbitkan Ditjen
PKTL, KLHK

Berdasarkan tabel di atas, kawasan hutan produksi dan hutan lindung
merupakan wilayah yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan dan
pengelolaan oleh pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penggunaan kawasan hutan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban
kepada negara dalam bentuk PNBP. Selain itu, data tersebut mengindikasikan

bahwa kawasan hutan produksi dan hutan lindung merupakan kawasan yang paling




rentan terhadap tekanan akibat meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan
non kehutanan. Mengingat mekanisme PPKH pada umumnya diterapkan pada
kedua fungsi kawasan tersebut, peningkatan aktivitas penggunaan kawasan hutan
berpotensi memengaruhi penurunan luas tutupan hutan apabila tidak disertai
dengan pengendalian, rehabilitasi, dan pengawasan yang efektif.

Dengan demikian, kebijakan PNBP PKH tidak hanya berfungsi sebagai
instrumen fiskal dalam rangka peningkatan penerimaan negara, tetapi juga
memiliki peran ekologis sebagai instrumen pengendalian penggunaan kawasan
hutan. Melalui penetapan tarif yang merefleksikan nilai ekonomi sumber daya
hutan serta biaya lingkungan yang ditimbulkan, PNBP PKH diharapkan dapat
mendukung keberlanjutan tutupan hutan sekaligus mengoptimalkan kontribusi
sektor kehutanan terhadap penerimaan negara.

Salah satu jenis PNBP yang dikelola oleh KLHK adalah PNBP Sumber SDA,
yang di dalamnya termasuk PNBP PKH. PNBP PKH merupakan penerimaan
negara yang diperoleh dari pemanfaatan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan
pembangunan di luar sektor kehutanan dengan tetap menjaga fungsi pokok kawasan
hutan. Pengelolaan PNBP PKH dilaksanakan oleh Direktorat Rencana Penggunaan
Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (Dit. RPKHPWPH)
yang berada di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan (Ditjen PKTL), KLHK. Sampai dengan 31 Desember 2023, total
PNBP PKH yang dikelola oleh Direktorat RPKHPWPH-Ditjen PKTL KLHK
tercatat sebesar Rp13.049.581.355.724,00. Realisasi penerimaan PNBP PKH
selama periode 2018 hingga 2023 disajikan pada tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan PNBP PKH Tahun 2018 s.d 2023

No | Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%)
1 2018 1.181.072.838.280 | 1.603.935.082.478 135,80
2 2019 1.164.514.574.450 | 1.669.225.474.530 143,34
3 2020 1.474.200.000.800 | 1.744.312.258.609 118,32
4 2021 1.445.000.000.000 | 2.474.873.363.537 171,27
5 2022 1.770.700.460.000 | 2.935.026.446.139 165,76
6 2023 1.609.961.629.000 | 2.622.582.782.906 162,89

Jumlah 8.645.449.502.530 | 13.049.955.408.199 150,94

Sumber: Laporan Keuangan Audited Kementerian LHK Tahun 2018 s.d 2023




Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi PNBP PKH Kementerian
LHK dari tahun 2018 s.d 2022 mengalami peningkatan, yaitu meningkat dari
Rp1.603.935.082.478,00 pada tahun 2018, menjadi Rp2.935.026.446.139,00 pada
tahun 2022 dan menurun pada tahun 2023 menjadi Rp2.622.582.782.906,00. Dalam
rangka meningkatkan PNBP PKH, salah satu tindakan yang diambil oleh
Direktorat RPKHPWPH-Ditjen PKTL, Ditjen PKTL Kementerian LHK adalah
optimalisasi pengelolaan Piutang PNBP PKH.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa realisasi PNBP PKH di KLHK
menunjukkan tren peningkatan pada periode 2018 hingga 2022. Realisasi PNBP
PKH meningkat dari sebesar Rp1.603.935.082.478,00 pada tahun 2018 menjadi
Rp2.935.026.446.139,00 pada tahun 2022. Namun demikian, pada tahun 2023
terjadi penurunan realisasi menjadi sebesar Rp2.622.582.782.906,00. Dalam
rangka mengoptimalkan penerimaan PNBP PKH, salah satu upaya yang dilakukan
oleh Dit. RPKHPWPH-Ditjen PKTL KLHK adalah melalui optimalisasi
pengelolaan Piutang PNBP PKH.

Sejalan dengan upaya tersebut, KLHK mengimplementasikan Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.02/2021 yang kemudian diubah
dengan PMK Nomor 58 Tahun 2023 tentang pengelolaan Piutang dan tata cara
pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat
(1), wajib bayar berkewajiban melaporkan pembayaran PNBP yang terutang
kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP atau Kepala Badan Pengelola PNBP Mitra.
Apabila PNBP yang terutang tidak dibayarkan sampai dengan tanggal jatuh tempo
sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1), maka Pejabat Kuasa Pengelola PNBP
atau pimpinan Badan Pengelola PNBP Mitra wajib mencatatnya sebagai Piutang
PNBP sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP
oleh wajib bayar tidak hanya mengakibatkan timbulnya Piutang negara, tetapi juga
dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.



Dalam konteks yang lebih luas, Piutang pemerintah merupakan hak tagih
negara yang timbul dari berbagai kegiatan, termasuk penagihan pajak, pinjaman,
serta transaksi lain dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Sumber pendapatan
negara, baik dari pajak, PNBP, maupun hibah, menjadi komponen penting dalam
struktur pendapatan pemerintah pusat, yang antara lain berasal dari sektor sumber
daya alam seperti minyak bumi, gas alam, pertambangan, kehutanan, serta dividen
Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Piutang pemerintah timbul dari penagihan pajak, pinjaman, dan kegiatan lain
yang menimbulkan tagihan selama pelaksanaan fungsi pemerintahan. Pendapatan
pajak, PNBP, dan hibah adalah tiga komponen Pendapatan Pemerintah Pusat.
Piutang ini berasal dari pungutan pendapatan negara dan daerah selain pajak
berbagai jenis. Pemerintah pusat memperoleh pendapatan dari beberapa sumber
seperti minyak bumi, gas alam, pertambangan, kehutanan, dan dividen dari
pendapatan badan usaha milik negara.

Piutang Bukan Pajak Kementerian LHK per tanggal 31 Desember 2023
adalah Rp4.687.282.427.663,00 yang terdiri dari Piutang PNBP sebesar
Rp4.684.899.928.626,00 dan Piutang Lainnya sebesar Rp2.382.499.037,00.

Tabel 1. 3 Rincian Piutang Bukan Pajak Kementerian LHK s.d Tahun 2023

Jenis PNBP Nilai Piutang per 31 Desember 2023
(Rp)
Piutang PNBP 4.684.899.928.626,00
Piutang Lainnya 2.382.499.037,00
Jumlah 4.687.282.427.663,00

Sumber: Laporan Keuangan Audited Kementerian LHK Tahun 2023
Tabel 1. 4 Rincian Piutang PNBP pada Kementerian LHK Tahun 2023

o Piutang PNBP
Nama Satker Jenis Piutang
31 Desember 2023
Sekretariat Jenderal HTI (BANK) 2.525.799.000,00
Sekretariat Jenderal HTI (BANK) 175.638.500.515,00
Sekretariat Jenderal HTI (KPKNL) 223.133.200.318,00
Sekretariat Jenderal KUHR 96.159.701.738,00
Sekretariat Jenderal KUPA 23.964.302.115,00
Sekretariat Jenderal KUK-DAS 21.719.393.461,00
Sekretariat Jenderal SEA GAMES 54.,738.033.655,46
Sekretariat Jenderal Sewa GMW 288.467.391,00




. Piutang PNBP
Nama Satker Jenis Piutang
31 Desember 2023
Sekretariat Jenderal Sewa GMW 108.909.707,00
Kantor Pusat Ditjen PSDH 121.101.328.027,89
PHL
242.144.123.755,86
Kantor Pusat Ditjen DR 168.333.873.065,92
PHL
928.822.156.038,55
Kantor Pusat Ditjen IIUPH 12.273.613.750,00
PHL
Kantor Pusat Ditjen DPEH 101.705.078.720,29
PHL
Kantor Pusat Ditjen IIUPA 25.630.000,00
KSDAE
Balai KSDA Sumatera | Karcis Masuk 561.502.250,00
Selatan
Balai Besar KSDA Pemeriksaan 692.825.274,00
Papua Khusus Itjen
Kantor Pusat Ditjen PKH 2.424.698.612.542
PKTL
Kantor Pusat Ditjen Pendapatan 77.858.125.429,15
PHLHK denda/kompensasi
8.406.751.874,80
Jumlah 4.684.899.928.626,00
Sumber: Laporan Keuangan Audited Kementerian LHK Tahun 2023, diolah
peneliti

Tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa Piutang PNBP atas Pendapatan PKH
merupakan Piutang PNBP yang terbesar di Kementerian LHK, yaitu sebesar
Rp2.424.698.612.542,00. Realisasi Piutang PNBP PKH tersebut dari tahun 2018
s.d 2023 disajikan pada Tabel 1.5 berikut.

Tabel 1. 5 Realisasi Piutang PNBP PKH Tahun 2018 s.d 2023

No Tahun Nilai (Rp)
1 2018 1.948.213.651.786
2 2019 2.214.157.488.375
3 2020 2.802.480.893.856
4 2021 2.876.144.491.586
5 2022 2.643.148.828.348
6 2023 2.424.698.612.542

Sumber: Laporan Keuangan Audited Kementerian LHK Tahun 2018 s.d 2023



Berdasarkan tabel di atas, PNBP PKH di KLHK menunjukkan tren
peningkatan secara konsisten pada periode 2018 hingga 2021. Kondisi ini
mengindikasikan bahwa akumulasi Piutang terus bertambah, yang mencerminkan
adanya tantangan dalam pengelolaan Piutang PNBP PKH pada periode tersebut.
Namun demikian, pada tahun 2022 dan 2023 mulai terlihat adanya penurunan nilai
Piutang, meskipun penurunan tersebut masih relatif terbatas, yaitu masing-masing
sebesar 8,1% pada tahun 2022 dan 8,3% pada tahun 2023. Meskipun telah terjadi
penurunan, hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Piutang PNBP PKH
belum sepenuhnya optimal, mengingat masih terdapat porsi Piutang yang belum
berhasil ditagihkan secara signifikan.

Dalam pelaksanaan PPKH, pemegang PPKH berkewajiban untuk memenuhi
kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNBP PKH merupakan
salah satu sumber penerimaan negara yang timbul sebagai kompensasi atas
penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan
kehutanan. Namun demikian, dalam praktiknya tidak seluruh kewajiban
pembayaran tersebut dapat dipenuhi tepat waktu oleh pemegang PPKH, sehingga
menimbulkan Piutang PNBP PKH pada KLHK. Piutang tersebut mencerminkan
hak negara yang belum diterima dan menjadi bagian penting dalam pengelolaan
keuangan negara, sehingga memerlukan penatausahaan, penagihan, penyelesaian
dan Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban Piutang
PNBP PKH yang efektif guna menjamin optimalisasi penerimaan negara serta
mendukung tata kelola pengelolaan kawasan hutan yang baik.

Kondisi ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengapa Piutang
PNBP PKH masih belum dapat tertagihkan dan mengaitkan permasalahan tersebut
dengan optimalisasi Pengelolaan Piutang PNBP PKH yang telah dilakukan oleh
Kementerian LHK sehingga nantinya diketahui pada tahapan proses yang manakah
yang belum optimal dilaksanakan hingga tidak tertagihnya Piutang PNBP PKH

tersebut sampai dengan tahun 2023 pada Kementerian LHK.



Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi adanya kendala
dalam pengelolaan Piutang PNBP PKH di KLHK. Kondisi ini menunjukkan
perlunya upaya perbaikan dalam sistem pengelolaan Piutang PNBP PKH guna
mendukung optimalisasi penerimaan negara.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan
kualitas pengelolaan Piutang PNBP PKH di KLHK. Hal tersebut menjadi penting
mengingat pengelolaan Piutang PNBP PKH berperan strategis dalam
mengoptimalkan PNBP, menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta
memastikan bahwa setiap kewajiban yang timbul dari penggunaan kawasan hutan
dapat ditetapkan, ditagih, dan disetorkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pengelolaan yang efektif
diharapkan dapat meminimalisasi potensi kerugian negara serta memperkuat
penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di
lingkungan KLHK.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat tesis dengan judul
“Optimalisasi Pengelolaan Piutang PNBP PKH di KLHK”.

B. Identifikasi Masalah
Dalam konteks Optimalisasi Pengelolaan Piutang PNBP PKH di KLHK,
beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penagihan Piutang PNBP PKH pada Direktorat RPKHPWPH-
Ditjen PKTL, KLHK belum dilakukan secara efektif.

2. Perusahaan pemegang PPKH sudah tidak beroperasi, wajib bayar tidak
diketahui keberadaannya sehingga tidak mampu membayar Piutang PNBP
PKH.

3. Terdapat wajib bayar yang belum dikenakan sanksi administratif.

4. Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian LHK Tahun Anggaran
2021 oleh BPK RI menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dan
kelemahan dalam pengelolaan Piutang PNBP PKH pada Direktorat
RPKHPWPH-Ditjen PKTL, Kementerian LHK, antara lain:



a. Kementerian LHK belum membekukan 66 PPKH yang telah diberikan surat
peringatan ketiga (SP3) dengan nilai Piutang PNBP PKH Sebesar
Rp995.558.903.176,78.

b. Kementerian LHK belum melakukan upaya lebih lanjut untuk

merealisasikan penerimaan dari Piutang macet PNBP PKH Sebesar
Rp1.378.550.939.880,19 kepada 93 pemegang ppkh yang telah hapus (habis
masa berlaku/dicabut/dibatalkan) SK PPKHnya.
Permasalahan tersebut mengakibatkan hak negara atas penggunaan kawasan
hutan tidak dapat ditagihkan, negara tidak memperolen PNBP PKH dari areal
PPKH yang telah habis masa berlaku atau dicabut, dan negara tidak dapat
segera memanfaatkan tagihan PNBP-PKH yang belum dilunasi sebesar
Rp2.374.109.843.056,97 (Rp995.558.903.176,78 + Rp1.378.550.939.880,19).

C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang ada, penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut:

1.

Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan Piutang
PNBP PKH?

Bagaimana strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan Piutang PNBP PKH di
KLHK?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas:
Menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan
Piutang PNBP PKH di KLHK.
Menyusun dan merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan Piutang PNBP
PKH di KLHK.
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E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik
maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi
terhadap pengembangan ilmu dengan memperluas wawasan pembaca mengenai
faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan Piutang PNBP PKH.
Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:
1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi
sumber rujukan bagi kegiatan pembelajaran di Politeknik STIA LAN Jakarta serta
bidang akademik lainnya, khususnya dalam konteks pengelolaan Piutang PNBP
PKH.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis bagi
para pemangku kepentingan dalam mendukung pengambilan keputusan serta
penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian
ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan dan
penyempurnaan kebijakan, strategi, serta prosedur pengelolaan Piutang PNBP PKH
agar lebih efektif, efisien, dan optimal.

Optimalisasi pengelolaan Piutang PNBP PKH penting dilakukan untuk
memitigasi berbagai risiko yang berpotensi menimbulkan permasalahan yang lebih
kompleks pada masa mendatang, antara lain meningkatnya jumlah Piutang yang
sulit tertagih, menurunnya kualitas dan keandalan data Piutang, serta berkurangnya
efektivitas pengamanan hak negara atas penerimaan yang belum diterima. Selain
itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam meningkatkan
pelaksanaan penatausahaan dan proses penagihan Piutang, meningkatkan tingkat
penyelesaian Piutang melalui pengelolaan yang lebih terstruktur dan berorientasi

pada prinsip tata kelola yang baik.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai pengelolaan Piutang

PNBP PKH di KLHK diketahui bahwa pengelolaan Piutang PNBP PKH di KLHK

belum optimal karena masih terdapat berbagai faktor penghambat yang bersifat

sistemik dan teknis. Kesimpulan yang diperoleh dari hasi penelitian sebagai berikut:

1.

Penatausahaan Piutang PNBP PKH di Kementerian LHK

Faktor-faktor penghambat yang ditemukan dalam optimalisasi pengelolaan
Piutang PNBP PKH di Kementerian LHK pada aspek penatausahaan Piutang
PNBP PKH adalah keterbatasan sistem informasi dan belum optimalnya
integrasi data. Faktor-faktor penghambat tersebut terdiri dari data baseline
PKH belum terintegrasi secara optimal dengan sistem penatausahaan Piutang
dan pembayaran PNBP PKH, perubahan baseline belum otomatis
memengaruhi perhitungan kewajiban, risiko ketidaksesuaian saldo Piutang,
sistem aplikasi SI PNBP PKH yang mendukung dalam pengelolaan Piutang
PNBP belum sepenuhnya dikembangkan, danya error dan bug aplikasi Sl
PNBP PKH dan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan Piutang PNBP PKH
belum berjalan optimal karena modul Piutang pada Aplikasi SAKTI belum
dimanfaatkan secara maksimal sehingga keseluruhan proses penatausahaan
PNBP PKH belum berjalan optimal.

Penagihan Piutang PNBP PKH di Direktorat RPKHPWPH

Faktor-faktor penghambat yang ditemukan dalam optimalisasi pengelolaan
Piutang PNBP PKH di Kementerian LHK pada aspek penagihan Piutang PNBP
PKH secara keseluruhan menunjukkan kelemahan pada aspek manajerial dan
kepatuhan, diantaranya Dit. RPKHPWPH tidak melakukan analisis
pemeringkatan debitur atau wajib bayar pada saat penagihan Piutang PNBP
PKH, tidak dilakukannya analisis terhadap umur Piutang PNBP PKH,
penagihan secara tertulis atas Piutang PNBP PKH terlambat dilakukan oleh
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Dit. RPKHPWPH, debitur atau wajib bayar tidak melakukan penyelesaian
Piutang PNBP PKH atau melakukan penundaan pembayaran, Dit.
RPKHPWPH tidak tegas dalam melakukan penagihan dan belum
diterapkannya langkah administratif berupa pembekuan PPKH terhadap
perusahaan yang tidak melakukan pembayaran Piutang PNBP PKH.

3. Penyelesaian Piutang PNBP PKH di Kementerian LHK
Faktor-faktor penghambat dalam optimalisasi pengelolaan Piutang PNBP PKH
di Kementerian LHK pada aspek penyelesaian Piutang PNBP PKH, berkaitan
dengan aspek kepatuhan dan kondisi kemampuan finansial debitur, yaitu
rendahnya respons dan kepatuhan wajib bayar terhadap surat penagihan yang
disampaikan dan adanya debitur yang tidak lagi beroperasi atau mengalami
kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melunasi kewajibannya sehingga
berdampak pada rendahnya tingkat realisasi pelunasan Piutang PNBP PKH.

4. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban Piutang
PNBP PKH di Kementerian LHK
Secara keseluruhan, faktor penghambat dalam aspek pembinaan, pengawasan,
pengendalian, dan pertanggungjawaban Piutang PNBP PKH di Kementerian
LHK terletak pada belum adanya penerapan sanksi yang tegas dan memberikan
efek jera bagi Wajib Bayar yang menunggak kewajibannya dan Bagian
Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan belum memiliki mekanisme
verifikasi yang secara khusus dirancang untuk memastikan kelengkapan dan
kesesuaian dokumen sumber Piutang PNBP PKH sebagai dasar pencatatan dan
penyajian laporan keuangan sehingga berpotensi memengaruhi kualitas

pertanggungjawaban Piutang secara menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, peneliti menyarankan beberapa
perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam
mengoptimalkan pengelolaan Piutang PNBP PKH. Adapun beberapa langkah
perbaikan yang diperlukan antara lain:
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Terkait Penatausahaan Piutang PNBP PKH di Kementerian LHK

a.

Dit. RPKHPWPH perlu mengembangkan integrasi data baseline PKH
dengan sistem penatausahaan Piutang dan pembayaran PNBP PKH
melalui pengembangan aplikasi terintegrasi berbasis single data dan
melakukan standarisasi data (data standardization), pembersihan data
(data cleansing), serta penyusunan data referensi utama (master data
management) yang seragam di seluruh unit pengelola PNBP PKH.
Mengimplementasikan Application Programming Interface (API) yang
terhubung antar sistem operasional dan sistem akuntansi, serta
membangun event-driven architecture untuk pembaruan data secara
otomatis.

Menetapkan prosedur rekonsiliasi rutin bulanan/triwulanan antara data
sistem, laporan keuangan, dan data lapangan, serta menerapkan automated
validation rules pada sistem informasi.

Melakukan pengembangan sistem berbasis enterprise system yang
mencakup seluruh siklus Piutang, mulai dari penetapan, penagihan,
pelunasan, hingga pelaporan.

Menerapkan IT governance berbasis best practice (misalnya COBIT atau
ITIL), termasuk pengelolaan change management, incident management,
dan capacity planning secara sistematis.

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif,
penyusunan SOP penggunaan modul Piutang, serta monitoring kepatuhan

penggunaan sistem secara konsisten.

Terkait Penagihan Piutang PNBP PKH di KLHK

a.

Dit. RPKHPWPH menyusun indikator scoring yang objektif, terukur, dan
berbasis data historis yang valid, mengintegrasikan data dari berbagai
sistem dalam satu basis data terpadu.

Mengklasifikasikan Piutang berdasarkan kategori umur (current, 30-60
hari, 61-90 hari, >90 hari) dan mengintegrasikan hasil aging dengan
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sistem pelaporan kinerja penagihan untuk evaluasi berkala.

c. Pengembangan sistem informasi yang mampu memberikan notifikasi
otomatis  terhadap  potensi  keterlambatan = pembayaran  dan
mengembangkan indikator peringatan dini (early warning indicators)
seperti keterlambatan awal pembayaran atau penurunan kepatuhan.

d. Melakukan segmentasi pendekatan komunikasi berdasarkan karakteristik
debitur.

e. Melakukan sosialisasi aturan sanksi kepada seluruh debitur sejak awal
kontrak.

3. Terkait Penyelesaian Piutang PNBP PKH di Kementerian LHK

a. Dit. RPKHPWPH menerapkan sistem penagihan yang proaktif dan
terjadwal (scheduled active collection) berbasis prioritas risiko Piutang
dan meningkatkan intensitas kunjungan lapangan dan komunikasi
langsung kepada wajib bayar.

b. Dit. RPKHPWPH melakukan due diligence menyeluruh terhadap kondisi
hukum, keuangan, dan operasional debitur dan mengembangkan database
terintegrasi yang memuat profil lengkap debitur secara aktual.

c. Dit. RPKHPWPH mempercepat proses penyerahan Piutang macet (write-
off/penyerahan pengurusan) sesuai ketentuan yang berlaku dan
mengoptimalkan peran KPKNL dalam eksekusi penagihan lanjutan,
termasuk lelang aset atau tindakan hukum sesuai kewenangan.

4. Terkait Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban

Piutang PNBP PKH di Kementerian LHK

a. Penerapan prinsip legal certainty dalam penagihan Piutang PNBP PKH
dan Penerapan sanksi secara konsisten tanpa pengecualian.

b. Penyusunan standar baku dokumen sumber Piutang.
Dari saran yang telah dijelaskan, maka saran yang paling prioritas adalah

perlunya peningkatan implementasi strategi utama yang secara langsung

berdampak terhadap pencapaian tujuan penelitian, khususnya pada aspek
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penagihan. Aspek penagihan Piutang merupakan faktor yang paling prioritas untuk
ditangani. Hal ini disebabkan karena penagihan merupakan tahap paling krusial
dalam siklus pengelolaan Piutang yang secara langsung menentukan tingkat
realisasi penerimaan negara. Meskipun penatausahaan Piutang telah dilakukan,
permasalahan utama yang sering muncul adalah tidak optimalnya proses penagihan,
baik dari segi ketepatan waktu, ketegasan mekanisme, maupun tindak lanjut
terhadap wajib bayar. Lemahnya fungsi penagihan berdampak Piutang yang tidak
tertagih dan tidak terselesaikan, memperlambat proses penyelesaian, serta
mengurangi optimalisasi pengawasan dan pengendalian secara keseluruhan. Oleh
karena itu, penguatan pada aspek penagihan menjadi kunci utama dalam
meningkatkan optimalisasi pengelolaan Piutang PNBP PKH di lingkungan KLHK.
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